PERATURAN DAERAH PROPINST DAERAH TIMGKAT I
SUMATERA 3ELATAM

MOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUST PEMAKATAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E£Sa
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Menimbang = a. bahwa cengan Jditetapkannya Keputusan Menteri Dalam
Negaeri Momor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-jenis Retribusi Dasrah Tingkat I dan Tingkat II,
maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan
Jenis retribusi Dasrah Tingkat I u

. bahwa Larhadan  kKekavaan Daerah separti QEdaung,
kendaraan darn  kekavaan lainnya pemakaiannya perly .

ditertibhkan diberdayakan sahinyga dapat dijadikan
sabagal sumber pendapatan asli Dasrah ‘

. C. bahwa  untuk memungut retribusi sebagaimana  dimalsud
a ! pada huruf b, serlu diatur dangan Peraturan Daerah.

Mengingabt @ L. Undang-undang Memor 25 Tahun 1959 tentang  Pambeptukan
Daerah Tingkal: I Sumatera Selatan (Lembaran M2asa
Rapublik  Indonssia  Tahun 1959 Nomor TO,  Tambahan
Laembaran Mogara Republik Indonesia Momor Jwild]} o

2. Undang-urdang MHomor 49 Prp Tahun 1960 tentazng  Panitia

Urusan Fiutang Negara (Lembaran NEaara apublik
Tndonesian  Tahun 1940 Nomor 15¢. Tambahan lLembaran
- Negara FRepublik Indonesia Nomor Z2104);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah,
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambzhan Lembaran Negara Nomor 3037)

*

™ ' dan  Retribusi Dasrah (Lenbaran Magara  Republlk
e Indonesia  Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Magara Rapublik Indonesia Nomor JEELY)

Lo e P =i
Boaarah—{ramiars frHegs b 3+
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Tt : ¢. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan  Undang-undang Momor & Tahun 1981 tentang n

Hukum Acara Pidana (Lembaran Megara Repullik Tndonesia
Tahun 1981 MNomor &, Tambahan Lembaran Magara Republik
Indonesia Momor 2253) &

7. Paraturan Pemerintah HNomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembarsn Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 MNomor 5%, Tambahan Lembaran Megara Fzpublik
Indonesia Momaor 3692) »

‘8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .4
Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai
Negeri Sipil 4i lingkungan Pemerintah
Daerahn;

Rt .
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(2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/
diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah
pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yand
merupakan jumleh unsur-unsur tarif yang meliputi :
a. unsur biaya per satuan penyediaan ﬂgsa ;
b. unsur keuntungan vyang dikehendaki per satuan

jasa.

(4) Bigya sebacaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi

a. bigva operasional langsung, yang meliputi bDiaya
belunﬁm pegawal termasuk pegawai tidak tetap,
belonia barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah
duninuneununﬁ biaya listrik, dan semua biaya rutin
periodik lainnya yang berkoitan langsung dengan
penvediaan jasa ;

b. biaya tidok langsung, yang meliputi  biayd
administrasi umum, dan biaya lainnya  yang
mendukung penyediaan jasa ;

c. biaya modal, vang berkaitan dengan tersedianya
aktiva tetap don aktiva lainnya yang berjangka
menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan
bunaa pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan
penyusutan aset ;

d. bigya-biaya lainnya yang berhubungan  dengan

penyediaan jasa, Seperti bunga atas pinjaman
jangkn pendek.,

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat [3% huruf b

ditetapkan nulum persentase tertentu dari total biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

"(8) Besarnya tarif retribusi gsebagaimana
‘dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini’ .

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi yang terntona dipungut di wilavah Doerah tempat
pelayanan pemakaiaon kekayaan Daerah diberikan,

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10
Mosa Retribusi adalah {ungkn waktu yang lamanya 1 (satu)
bulan atau ditetapkan lain oleh Gubernur Doerah berdasar-
kKan kontrak hak pemgkaian.,

Pasal 11

Retribusi terutano terjadi pada seat diterbitkan SKRD
agtau dokumen lain yang dipersamaxdn.

BAB IX.




(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(6)
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BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

Pembayaran retribusi yang terutaong harus dilunasi
sekuligus.g

Retribusi yang terutang dilunasi .selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atay
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Dagerah,

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1} Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/
surat lain yang sejenis sebagail awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran; :

f2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain
yang- sejenis, Wajib Retribus: harus melunasi
retribusinya yang terutang;

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh pejabat vang ditunjuk .

L L L TR o T T TS )

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang ~dipersama-
kan, SKRDKET dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Ratribusi mengajukan keberatan atus
ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat

Temhugt%kan ketidakbenaran ketetapan Retribusi
ersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak tunggul SKRD atau _dokumen
lain yang diperscmakan, SKRDBKT dan SKRDLB diterbif-
kan, “kecuali apabilg ﬂugib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak  dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi: persyaratan sebagaimana
dimaksud peda ayot (2) dan (3) tidak dianggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
Pengoguun keberatan tidak menunda kewu{ihan _membayar
Retribusi dan pelaksanaan penaginan retribusi.

Pasal 19. .......
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BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dj lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyldik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di-
bidang retribusi Daerah » ud —dalam

Ridang,

Wewenany Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah '

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
Keterangan atau laporan Derkenaan dengan  tindak
pidang di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang Kebenar—
an  perbuatan yan? dilakukan sehubungan dengan
tindek pidana retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidang
di bidang re:ribusi Daerah; :

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan  dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah; '

¢, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bohan
bukti pembukuan, pencatatan dan  dokumen-dokumen
loin, sertn melakukan penvitacn terhadap bahar
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa-
naan = tugds penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi Daerah;

9. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
menln?gulkun ruangan atau tempat dada  soat
pemeriksaan  sedong berlangsung dan memeriksa
ldentitas orang dan atau dokumen vyang d:bawg
seebagaimana dimaksud pada huruf e:

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah:

1, memanggil orang untuk didengar Keterangannya dan
diperiksa sebagaimana tersangka atau 5aKsi;

J. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancar-
an penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah menurut hukum vyang dapat dipertanggung
Jawabkan,

renyidik sebagaimana dimaksud paag ayat (1) memberi-
tanukan dimuiginya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada ~Penuntut Umum, sesuai dengan
xetentuar vang diagtur dolam Undang-undang Homor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAE XXI. .......,

—2098-tentangHukum—Acarg
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BAB XXI
KETENHTUAN PENUTIIR
Pasagl 27

Lengan berlakunya Peraturan Daerabh ini maka Paeraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera selatan Momor 1
Tahun %?86 tentang Retribusi Atas Pemakaian Alat-alat
Besar Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera
Sglatan serta Peraturan Daerah Perubahannya, dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepaniang mengenal pelaksanaannva akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dasrah.

FPasal 29

_ Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahuinya, mameﬁintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Dasrah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera

Selatan.
Ditetapkan <di Palembang
pada tanggal 31 Juni 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI DAERAH TINGKAT | SUMATERA SELATAN,
SUMATERA SELATAN
Ketua,
dto
dto

H. ROSIHAN ARSYAD

H. MOHAMMAD ARUB, S.H.

“oindangkan dalam Lembersn Toerah
Prepinsi Dasrah Tinglkat I Sumsel,
Homor ¢ 5 Serie B
Tanggal 3 27 -September 1999,
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT |

SUMATERA SELATAN,

dto

H. H. HASAN ZEN, S.H.
Pembina Utama Nip. 010052537
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